
l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Jndonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pernerintah Penganti Undang- 

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah 
Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Buton Tengah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Buton Tengah, meoyebutkan bahwa 
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta 
tata kerja perangkat daerah dan unit kerja ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi 
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja 
pada lnstansi Pernerintah Untuk Penyederhanaan 
Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap 
susunan organisasi, tugas fungsi dan mekanisme kerja 
antar unit kerja serta tata kerja perangkat daerah 
lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, 
serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Bu ton Tengah; 

BUPATI BUTON TENGAH, 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

PERATURAN BU PATT BUTON TENGAH 
NOMOR 46 TAHUN 2024 

TENT ANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BUTON TENGAH 

BUPATI BUTON TENGAH 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

.. ~ 



Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagairnana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tenta.ng Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lebaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60371 
sebagaimana telab diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipi.l (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6477); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan 
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 525); 

7 Peraruran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Refonnasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Jnstansi 
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546), 

8. Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang 
Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara [Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Sistem Kerja Pada lnstansi Pemerintah Untuk 
Penyederhanaan Birokrasi (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 181 ); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
Jabatan FungsionaJ (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 54), 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Buron Tengah Tahun 2016 Nomor 
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Pasal I 
Dalam Peraturan iru yang dimaksud dengan: 
o.. Daerah adalah Kabuparen Buton Tengah 
b. Pcmerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara peroerintahan daerah yang meroiropin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

c Bupati adalah Bupati Buton Tengah. 
d. Sekretaris Daerah adalah Sekret.aris Daerah Kabupaten 

Buton Tengah. 
e. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah Kabupaten dalam 
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah Kabupaten. 

f. Dmas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tengah. 

g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan 
Pereropuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton 
Tengah. 

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya 
disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas 
yang melaksanakan kegiatan teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

i. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN 
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 
peroerintah dengan perjanjian kinerja yang bekerja pada 
instansi pemerintah. 

J. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 
bensi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 

k. Kelornpok Jabatan F'ungsional adalah sekelompok 
jabatan yang berisi fungSJ dan tugas berkaitan dengan 
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian 
dan keterampilan tertentu. 

BAB I 
KETl!:NTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI BUTON TENOAH TENTANO 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN!SASI, TUOAS DAN 
f'UNGSI SERTA TATA KERJA OINAS PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN UAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN 
BUTON TENGAH 

MEMUTUSKAN: 

129) sebagaimana Lelah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buron Tengah 
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Buron Tengah Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Perobentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 
153); 
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Pasal 5 
( 1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Tipe A terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 

BAB Ill 
SUSUNAN OROANISASI 

Pasal 4 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 Dinas menyelenggarakan Iungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak; 
b. pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di 

bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan 
anak; 

c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, 
evaluasi. dan pelaporan penyelenggaraan urusan 
pemerintaban di bidang pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak; 

d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 

berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 3 
Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
melaksanakan urusan pemerintahan yang rnenjadi 
kewenangan Daerab dan tugas pembantuan oleh Perangkat 
Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak. 

Pasal 2 
( 1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di 
bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan 
anak. 

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipirnpin 
oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

BAB II 
KEDUDUKAN 

I. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan 
publik serta administrasi pemerintahan dan 
pembangunan. 

m. Pelaksana adalab sekelompok pegawai ASN yang 
bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan 
publik serta administrasi pemerintahan dan 
pembangunan. 

n. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan 
ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat 
lain yang diberikan pendelegasian wewenang. 
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Pasal 7 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 Kepala Dinas menyelenggarakan Iungsi: 
a. perumusan kebijakan di bidang pernberdayaan 

perempuan dan perhndungan anak meliputi kualiias 
hidup perempuan dan kualitas keluarga. data dan 
informasi gender dan anak, pemenuhan hak anak, dan 
perlindungan hak perempuan dan hak khusus anak: 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang kualitas hidup 
perempuan dan kualitas keluarga, data dan informasi 
gender dan anak, pemenuhan hak anak, dan 
perlindungan hak perempuan dan hak khusus anak; 

c. pernberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, data 
dan informasi gender dan anak, pemenuhan hak anak, 
clan perlindungan hak perempuan dan hak khusus 
anak; 

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di btdang kualitas 
hidup perempuan dan kualitas keluarga, data dan 
informast gender dan anak, pernenuhan hak anak, dan 
perlindungan hak perempuan dan hak khusus anak; 

Pasal6 
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, 
rnengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan 
kebijakan dan program strategis, mengendalikan dan 
mengembangkan semua kegiatan teknis bidang 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta 
bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi 
Din as 

Bagian Kesatu 
Kepala Dtnas 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI 

b. Sekretanat, membawahL 
l. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
2. Kelompok Jabalan Fungsional. 

c. Bidang Kualitas hidup Perempuan dan Kualitas 
Keluarga, rnernbawahi Kelompok Jabatan Fungsional. 

d. Bidang Data dan lnformasi Gender dan Anak, 
membawahi Kelompok Jabatan Fungsional 

e. Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahi 
Kelompok Jabatan Fungsional. 

f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak 
Khusus Anak, membawahi Kelompok Jabatan 
Fungsional. 

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; 
h Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Larnpiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati irn. 

- 5 - 



Pasal 11 
Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 10 ayat (1) hurufa, mempunyai tugas: 
a. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan 

ketatausahaan; 

Pasal 10 
( 1) Sekretariat, terdiri atas: 

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dan huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris. 

Pasal 9 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian, penyiapan dan pelaksanaan 

perumusan rencana program kegiatan Dinas; 
b. pelaksanaan u.rusan kepegawaian dan pengelolaan 

sumber daya manusia lingkup Dinas; 
c. pelaksanaan urusan administrasi keuangan; 
d. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan 

serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi; 
e. pengelolaan urusan perlengkapan dan aset lingkup 

Dinas; 
f. pengelolaa.n urusan rumah tangga dan hubungan 

masyarakat; 
g. pengoordinasian pcnyiapan bahan penyusunan 

kebijakan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 
lingkup Dinas; 

h. pengelolaan data dan sistem informasi; dan 
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 8 
(1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan 

urusan administrasi, umum, kepegawaian, keuangan, 
perencanaan program, organisasi dan ketatalaksanaan, 
perlengkapan dan inventarisasi aset, ketatausahaan, 
rumah tangga dan hubungan masyarakat, hukum, 
organisasi dan tatalaksana, evaluasi dan pelaporan serta 
mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas unit 
organisasi secara terpadu. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Oinas. 

Bagian Kedua 
Sekreta.riat 

e. pelaksanaan administrasi Dinas; 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 

berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 
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Pasal 14 
(J) Bidang Data dan lnformasi Gender dan Anak 

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan 

Bagian Keempat 
Bidang Data dan lnfortnasi Gender dan Anak 

Pasal 13 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan 
Kualitas Keluarga menyelenggarakan Iungsi: 
a. perurnusan dan penetapan kebijakan tekms di bidang 

kualitas hidup perernpuan dan kualitas keluarga; 
b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kualitas hidup 

perempuan dan kualitas keluarga. 
c. pengoordinasian pelaksanaan kebtjakan teknis di bidang 

kualitas hidup perempuan dan kuahtas keluarga: 
d. pelaksanaan pembinaan, pengawasa.n dan pengendalian. 

fasilitasi dan sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta 
pelaporan di bidang kualitas hidup perernpuan dan 
kualitas keluarga; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 12 
( 1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualuas 

Keluarga mempunyai tugas melaksanakan perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, 
pernbinaan, pengawasan dan pengendalian, fasilitasi dan 
sosialisasi, monitoring, serta evaluasi dan pelaporan di 
bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga. 

(2) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas 
Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin 
oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Bagian Ketiga 
Bidang Kual!tas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga 

b. melakukan pcnyiapan bahan pcngelolaan urusan 
administrasi kepegawaian; 

c. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan 
pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia lingkup 
Dinas; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan dan koordmasi 
penataan orgarusasi dan ketatalaksa.naan serta fasihtasi 
implementasi reformasi birokrasi; 

e. melakukan penatausahaan asset dan pengelolaan 
pcrlengkapan; 

f. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan 
hubungan masyarakat; 

g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan 
informasi, dan 

h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas di bidang umum dan kepegawaian. 
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Pasal 17 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (1) Bidang Penemuhan Hak Anak 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan perumusan dan penetapan kebijakan teknis 

di pemenuhan hak anak; 
b. pelaksanaan kebijakan teknis di pemenuhan hak anak; 
c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 

pemenuhan hak anak; 
d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, 

monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang 
pemenuban hak anak; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya 

Pasal 16 
(1) Bidang Penemuhan Hak Anak mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan 
di bidang pemenuhan hak anak. 

(2) Bidang Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

Bagian Kelima 
Bidang Penemuhan Hak Anak 

Pasal 15 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 ayat (1) Bidang Data dan lnformasi Gender dan 
Anak menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang 

pengelolaan data dan informasi gender dan anak; 
b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan 

data dan informasi gender dan anak; 
c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 

pengelolaan data dan informasi gender dan anak; 
d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, 

fasilitasi dan sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta 
pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi 
gender dan anak; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. 

pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian, fasilitasi dan 
sosialisasi, monitoring, serta evaluasi dan pelaporan di 
bidang pengelolaan data dan informasi gender dan anak. 

(2) Bidang Data dan Infonnasi Gender dan Anak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 
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Pasal 21 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana 
dimaksud daJam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan clengan 
Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 20 
(1) Pada Dinas dapat dibenruk Unit Pelaksana Teknis 

Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis 
opera.sional dan/atau kegiatan teknis penunjang 
tertentu, 

(2) Unit Pclaksana Tcknis Daerah sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (l) berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dmas. 

Bagian Ketujuh 
Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pasal 19 
Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat ( I) Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan 
Hak Khusus Anak menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan perumusan dan penetapan kebijakan 

teknis di bidang perlindungan hak perempuan dan hak 
khusus anak; 

b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan 
hak perempuan dan hak khusus anak; 

c pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 
perlindungan hak perempuan dan hak khusus anak: 

d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, 
fasilitasi dan sosialisasl, monitonng dan evaluasi serta 
pelaporan di bidang perlindungan hak perempuan dan 
hak khusus anak; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 18 
(1) Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus 

Anak mempunyru tugas melaksanakan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian, Iasilitasr dan 
sosialisasi, monitoring, serta cvaluasi dan pelaporan di 
bidang perlindungan hak perempuan dan hak khusus 
anak. 

(2) Bidang Perhndungan Hak Perempuan dan Hak Khusus 
Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 
oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 

Bagian Keenarn 
Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan 

Hak Khusus Anak 
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Pasal 26 
(1) Kelompok Jabatan Pungsional terdiri atas berbagai jenis 

jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan 
keterampilannya berdasarkan peraturan perundang­ 
undangan. 

(2) Jenis dan jumlah Kelompok Jabatan Pungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 
berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja 
yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 25 
(1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dala.m 

Pasal 23 Kelompok Jabatan Pungsional dapat bekerja 
secara individu dan/atau tim kerja untu.k mendukung 
pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. 

(2) ketentuan lebih lanjut terkait mekanisme kerja 
Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 24 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat 
pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau 
pejabat pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja yang 
merniliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan 
fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) penentuan kedudukan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berdasarkan susunan organisasi dan/atau peta 
jabatan setiap Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh 
Pejabat Pembina Kepegawaian. 

(3) Dalam ha! pejabat fungsional diangkat untuk memimpin 
suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional 
tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan 
Pelaksana. 

Pasal 23 
Kelompok Jabatan Pungsional mempunyai tugas 
memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai 
dengan bidang keahlian dan keterampilan. 

Pasal 22 
Di lingkungan Dinas dapat ditetapkan sejumlah Kelompok 
Jabatan Pungsional sesuai dengan kebutuhan yang 
pelaksanaannnya dilakukan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedelapan 
Kelompok Jabatan Fungsional 
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Pasal33 
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi 
dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai 
bahan untuk penvusunan laporan lebih lanjut dan untuk 
membenkan petunjuk kepada bawahan. 

Pasal 34 
Dalam menyampaikan laporan masing-masmg kepada 
pimpinan unit orgarusasi, tembusan laporan wajib 

Pasal32 
Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan 
rnasing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala 
dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan peruodang­ 
undangan. 

Pasal 31 
Setiap pimpinan unit orgamsasi d1 lingkungan masing­ 
masing mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing­ 
masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan 
peraruran perundang-undangan. 

Pasal 30 
Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan masing- 
masing bertanggungjawab memimpin dan 
mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan 
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan 
tugas kedinasan. 

Pasal 29 
Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan masing­ 
masing harus menerapkan sistem pengendalian mtem di 
lingkungan masing-masing untuk rnewujudkan 
terlaksananya rnekanisme akuntabihtas publik melalui 
penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja 
yang terintegrasi. 

Pasal 28 
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit 
organisasi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan 
srmplilikasi baik dalam lingkungan rnasing-masing maupun 
antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas masing­ 
masmg. 

BABV 
TATA KERJA 

Pasal 27 
Pelaksanaan penilaian atas prestasi kerja Jabatan 
F'ungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 38 
(1) Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta 

jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undan.gan. 

(2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di 
lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Standar kompetensi jabatan bagi pemangku jabatan di 
lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 37 
(1) Kepala Dinas rnerupakan Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama atau jabatan struktural eselon 11.a. 
(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau 

jabatan struktural eselon 111.a. 
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau 

jabatan struktural eselon lll.b. 
(4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau 

jabatan struktural eselon IV.a. 

Bagian Kedua 
Jabatan 

Pasal 36 
Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam dan 
dari jabatan struktural serta Jabatan Fungsional di 
lingkungan Dinas, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangan-undangan. 

Bagian Kesatu 
Kepegawaian 

BAB VI 
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN 

Pasal 35 
Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, 
masing-masing pimpinan satuan organisasi dapat 
mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepacla 
pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara 
fungsional mempunyai hubungan kerja. 
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BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 584 

KABUPATEN BUTON TENOAH, 

Diundangkan di Labungkari 
pada tanggal 23 September 2024 

Ditetapkan di Labungkari 
pada tanggal 23 September 2024 

orang mengetahuinya, mernerintahkan 
Peraturan Bupati im dengan 

dalam Betita Daerah Kabupaten Buton 

tanggal pad a 
Pasal 40 
mulai berla.ku ini Peraturan Bupati 

diundangkan 
Agar seuap 
pengundangan 
penernpatannya 
Tengah. 

PasaJ 39 
Pada saat Peraturan Bupati ini rnulai berla.ku, maka 
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tengah, dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 
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UPl'O 11 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DlNAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

KABUPATEN BUTON TENGAH 

LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI BUTON TE:NGAH 
NOMOR 46 TAHUN 2024 
TENTANG KEOUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 
TATA KE~A DINAS PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN PERLINOUNGAN ANAK 
KABUPATEN BUTON TE:NGAH 


